PENJABARAN ANGGARAN Pf

Menimbang

Mengingat

KOTA MAG
NOMOR 40 TARyN 3p0 -ANG

TENTANG

NDAPATAN DAN BEL
ANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011 *

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

bahwa memenuhi
tentang Anggaran

WALIKOTA MAGELANG

ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu

ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 seba

gal landasan operasional pelaksanaan

APBD Tahun Anggaran 2011;

1.

(O]

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa
Barat;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

lenggaraan Negara yang
- Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengg

Undg::%as dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
; n 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Undang
Bersih da ot
Republik Indonesia Tahu .
Republik Indonesia Nomor 3851);

omor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Undang-Undang N Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indone_sia .
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

| Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
rblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
3455);

Undang-Undang No}r{no
baran Negara Kepu :
J(LL:r:rrlrllnaErl;n Negara Republik Indonesia Nomor
2004 tentang Pembentukan Peraturan

0 Tahlyl\rjleoara Republik Indonesia Tahun 2004

I
Undang-Undang Nomor .
g egara Republik Indonesia Nomor 4389);

Perundang-undangan (Lengzgﬁ[;\?
Nomor 53, Tambahan Lem



1]

‘8. Undang-Undap

% Undang-Undang Nom

Tanggungjawal, .
Tahun 2004 N -

Nomor 4400),

rls Tahu
n 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

€gara
’ Tamt%ahanuiembaran Negara Republik Indonesia
embaran Negara Republik Indonesia

8 Nomor 75

- Tahy
Nasiona] (Lembaray I?Ie 2004
Mmbahan Lembaran

Pembangumn
Nomor 104, T4

(Lembaran N :

Lembaran NeggfgaRsel?l?lbltlk indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

beberapa kalj terakhirp d |« Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
°ngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

I1. Undang-Undang Nomor 27 Tahup 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat,. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028);

1 dukan Protokoler

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kf_:du
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan

i esia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
ey Negaraal]f];guctl)ilrll{ggd;relraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
a;e;n Ketiga Atas Peraturan Peme;intgh Nomor 24 Tahun 2004
oler dan Keuangan Pimpinan dan Ar_lggota Dewan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
egara Republik Indonesia Nomor 4712);

beberapa kali
tentang Perub
tentang Kedudukan Protok
Perwakilan Rakyat Daerah ( ;
Nomor 47, Tambahan Lembaran N

laan Keuangan

; 23 Tahun 2005 tentang Pengelo. g

15. Peraturan Pemerintah No(?grrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Badan Lgy:?naﬂbgh?r?rfembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
Nomor 48, Tam

Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

publik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,

k Indonesia Nomor 4503);

ah Nomor 24
aran Negara Re
Negara Republl

16. Peraturan Pemerint
Pemerintahan (Lemb

Tambahan Lembaran N
Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah

: mor 54
17. Peraturan Pemerintal I:}?Iik Indonesia Tahun 24095 Nomor 136, Tambahan
e Ri%lik [ndonesia Nomor 457 )

Lembaran Negara Rep
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19.

20.

21,

22,

23,

24.

25,

26.

27.

28.

28,

30.
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Peraturan Pemerintap, Nomor 55

(Lembaran Negara R ; Tahun 2005 i
. epublik | : tentang Dana Perimbangan
Lembaran Negara Republik Indgggsr;esm Tebun 2005 Nomor 137, Tambahan

a Nomor 4575);

Peraturan Pemerint

Keuangan Daerapy (f::lm?:rmor 8 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

138, Tambahap iy an Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
an Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

omor 57 Tah
hun 2005 N
mor 4577);

Peraturan Pemerintah N
Republik Indonesia Ta

un 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara
Republik Indonesia N

omor 139, Tambahan Lembaran Negara

Peraturan P i
Daerah (Leﬁ;;l-rll)?;;;athgomor - Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
gara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesja Nomor 4578);

or 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

ixifpggogtaﬁdar Pelayanan Minima] (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585); omor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Penga\yasan Pen.yelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republfk Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 14);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah  Kepada  Pemerintah, Laporan  Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Illd(_)nesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

i 07 tentang Pembagian Urusan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tal_lun 20 Pe .
P::nerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah ‘Provmsx d.an Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rgpubhk Inflonesxa Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

r 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan

iden T\IomO .
Peraturan Presiden ! Undangan;

dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

lang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
geratu'ra? h]ajx?egz};g Iﬁ;ijaﬁaieewegnangan Pemerintah Daerah Kota Magelang
emerinta

2L
(Lembaran Daerah Kota Mage]ang T'ahun 2008 Nomor 2)
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan,

si Sekretariat Daerah dan Sekretariat
baran Daerah Kota Magelang Tahun

Magelang N
pokok Organisa
Daerah (Lem

Peraturan Daerah Kota
Kedudukan dan Tugas
Dewan Perwakilan Rakyal

8 Nomor 3);
200 Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan,

lan
Keduuk Daera'lf} Kzt;o&iggfgfnisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota
Kedudukan dan Tuga s
Magelang Tahun 2008 Nomor )



Menetapkan

3l

32

33,

34.

35,

Aoy 5 Tahun 2008 tentang Susunan,
8anisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan

Satuan Poljs; Pamong Praja (Lembaran
8 Nomor 3);

Peraturan Daerah Ko
Kedudukan dap Tu

Ma,
gelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan,
Daerah Kota Mage -

ta
gas Pokok 0 "
lang Tahyp Z(r)%g Nsag: Kecémata“ dan Kelurahan (Lembaran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelglaan Keuangap Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :

. Pendapatan :

8. Pendapatan Asli Daerah Rp. 55.022.599.000,-
b. Dana Perimbangan Rp.335.814.571.000,-
¢. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 45.059.788.000.-

Jumlah Pendapatan Rp. 435.896.958.000,-

2. Belanja :
% Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp245.503.546.00-
1;—) Belanja Bunga Rp. 0.-
) Belanja Subsidi P A
%) Belanja Hibah Rp. 3‘1‘23;383888
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 2120 0,-
6) Belanja Bagi Hasil - 500.000.000,-
7) Belanja Bantuan Keuangan E' 2.000.000.000.-
8) Belanja Tidak Terduga Rp. 22522 R, 284.501.346.000.
b, :
Belanja Langsung Rp. 30.662.652.000,-
Belanja Pegawai R 86.068.494.000,-
Belan; Jasa ' 000,-
Bel:gl_: &fggzlg g Rp. 66.479.088 Rp. 183.210.234.000.-
] Rp. 467.711.580.000,-
il Bl Rp. (31.814.622.000,-)

Surplus/(Defisit)
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\

5
mbiayadn -
3. ¢ pencrimaan Rp. 34,47
g' pengeluaran 4.119.000,-

Rp.
Jumlah Pembiayaan Rt 2.447.000.000 .

Rp. 31.977.119.000.-
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp. 162.497.000,-
Pasa] 2

an Penjabaran APBD sebagaiman,

: dimaksud dq) ‘ .
ngkas walikota ini. alam Pasa] | tercantum dalam Lampiran I

peraturan

abaran APBD sebagaimana dimaksud dala

penj _ L m Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II
uran Walikota 1n1.

Perat
Pasal 4

Jampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pag

al 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan
; an Walikota ini.
dari Peratur a

Pasal §

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

i ini d: Berita
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam
Daerah.

Difetapkan di Magelang
pagla tanggal 29 Desember 2010

TA MAGELANG

S

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
P2 tanggal 2.6 Desember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG

S bt

AZIS AGUS SYRYANTO

2010 NOMOR 40
BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TA HEE



